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Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan 
masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. 
Ttindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh 
pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 
bagaimanakah pengaturan tindak pidana bersama-sama  melakukan penggelapan, 
bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana bersama-sama  
melakukan penggelapan, bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara 
tindak pidana bersama-sama  melakukan penggelapan sesuai putusan Nomor 
616/Pid.B/2016/ PN.Lbp. 
 
Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk 
mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 
616/Pid.B/2016/ PN.Lbp. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum 
primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. 
 
Pengaturan hukum tindak pidana penggelapan jabatan terhadap dana nasabah diatur 
dalam Pasal 374 KUHPidana. Terjadi tindak pidana bersama-sama melakukan 
penggelapan karena ada hubungan kerja berhubungan dengan harta kekayaan dan 
benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana 
penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya 
tindak pidana ini. Penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana bersama-sama 
melakukan penggelapan karena ada hubungan kerja terhadap para terdakwa dengan 
hukuman penjara masing 5 (lima) bulan. Perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa 
tersebut jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 
KUHPidana yang unsur-unsurnya. Sanksi pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari 
tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara  selama  ( (lima) bulan penjara. 
 
Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, maka ditarik kesimpulan bahwa 
Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 616/Pid.B/2016/PN.Lbp terhadap 
pelaku tindak pidana bersama-sama melakukan penggelapan karena ada hubungan 
kerja dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan 
pertimbangan Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat 
menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf. 
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